BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 83
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN
PEVERIKSAAN LAPCRAN HARTA KEKAYAAN PENYEL ENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DENGAN RAHVIAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk mendukung

Mengingat

1

tercapainya Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan
komitmen Penyelenggara Negara dan kerjasama yan
sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republi
Indonesia dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan,
erlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan
upati Nomor 83 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karimun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun
Nomor 83 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara  Negara di  Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Karimun.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia'l%hu(n)l945; ) ) ) P

2. Undang-Undang ~ Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersin dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

I 3.Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentan% Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang?\I Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 4150);



Undang-Undang?< Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Pembentuk Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentan8
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa Kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undan
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 202
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



10.

11.

13.

14.

15.

16.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentan
Disiplin Pegawali NE'%EI‘I Sipil (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2021 Nomor 2Q2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah Lembaran  Negara  Republik ~ Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai  Negeri  Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6_037[)]
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ‘Manajemen
Pe%avval Negeri Sipil (Lembaran Ne%ara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentanﬂ
Disiplin Pegawai NG%GI’I Sipil (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Pen%/ederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman,
dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572)
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 07 Tahun 2026 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Neg?ra (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);



Menetapkan

17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pe%avval Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 384);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Karimun
Tahun 2016 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 96 Tahun 2022 tentan
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daera
Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Epe B Ii%erlta Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022

omor 96);

20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 97 Tahun 2022 tentan
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daera
Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022
Nomor 97);

21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentan
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daeral
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022
Nomor 98)_seba%|a|mana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022
tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023

Nomor 77);

22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentan
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daera
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022
Nomor 99);

VEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATT KARIMUN NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN
PEVERIKSAAN LAPCRAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEVERINTAH
KABUPATEN KARIMUN

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun
2022 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pe_nyelenlggara Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 83) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023



tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 83

Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah

L(ablgpaten Karimun Tahun 2Q23 Nomor 75), diubah sebagai
erikut:

1 Ketentuan Pasal 1diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bllipati ini yang dimaksud dengan :
1 Daerah adalah Kabupaten Karimun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Karimun.

3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. \Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karimun.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Karimun.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten
Karimun.

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya
disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk
dengan tujuan meningkatkan daya ézjuna_dan asil guna
terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

8 Laporan Harta Kekayaan Penyelenlggara Negara
selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam
bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian
dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan,data
i)l’_lbadl, termasuk per&qham an, pengeluaran dan data
ainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
berserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan
yang disampaikan kepada KPK

9. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD
adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karimun.

10. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di
Lingkungan Pemerintah Dearah baik yang menjalankan
fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

11. Istri/suami adalah seseorang yang terikat hubungan
perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-
undangan.



12. Anak tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak
angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau
mendapatkan bantuan flnansial dalam pemenuhan
kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun
reb_ljguhan_ lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau
stri/Suami.

13 Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda
bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yan
dapat dinilai dengan wuang yang dimiliki ole
Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak
gang masih dalam tanggungan Penyelenggara Ne?a_ra,

aik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain,
Klang diperolen sebelum dan selama Penyelenggara
egara memangku jabatannya.

14. Unit  Pengelolaan ~ Laporan  Harta  Kekayaan
Penyelenggara Negara adalah Unit yang bertugas
mengelola dan mengkoordinir LHKPN yang disampaikan
<[))Ieh F;]enyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah

aerah.

15. Pendaftaran  adalah peny%&aian LHKPN oleh
Penyelenggara Negara kepada

16. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh
Penyelenggara Negara kepada publik.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan
he_lwa aran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam

18. Wajib LHKPN adalah Laporan Penyel_engﬁ?ra Negara
mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat
pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

19. Penyampaian e-LHKPN adalah penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Negara secara Blektronik yang
dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi
Pemberantasan Koru‘pa (%IQ, menggunakan e-LHKPN
ditujukan agar pelaporan harta kekayaan dapat
menjadi lebih mudah, murah dan bermanfaat.

. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

Jabatan Wajib LHKPN di Daerah sebagai berikut:
a. Bupat,

b. Wakil Bupati;

c. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
Pejabat Administrator;

Pejabat Pengawas;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);

Q@ o o



n.

0.

Kuasa Pengguna Anggarari;
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu);
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Jabatan Fungsional (Fungsional Auditor, Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan
daerah, Fungsional Pengadaan Barang/Jasa);

Bendahara  Pengeluaran/Pengeluaran ~ Pembantu/
Bendahara Penerimaan/Penerimaan Pembantu;

Penata_keprotokolan atau Ajudan (atau jabatan yang
tu ok)smya setara dan mendapatkan kompensasi dari

Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada
Badan Usaha Milik Daerah; dan

Kepala Desa.

. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

@

@

¢
@

Pasal 6

V\/aj[ib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK pada

saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada
saat pertama kali menjabat; _ _

b. berakhimya masa jabatan atau pensiun sebagai
Penyelenggara Negara; _

C. Rlengangkatan kembali sebagai Penyelenggara

egara setelah berakhimya masa jabatan atau

pensiun; dan

d. masih menjabat.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) humf a sampai dengan humf ¢ disampaikan

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

terhitung sejak :

a. Saat pengangkatan pertama;

b. Berakhimyajabatan atau pensiun; dan

c. Pengangkatan kembali setelah berakhimya masa
Jlelbatan atau pensiun sebagai Penyelenggara

egara.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disebut dengan Pelaporan Khusus.

Peraturan ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara
Negara yang_ berdasarkan peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta
Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.



4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(D LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf d Wajib disampaikan secara periodik setlalo 1
Satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31

esember tahun laporan.,

(@ Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
51) disampaikan dalam arll\%ka waktu mulai tanggal 1
anuari sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

(9 Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disebut dengan Pelaporan Periodik.

5. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(D) KPK menyampaikan hasil verifikasi administratif
ke?ada Penyelenggara Negara Eallng lambat 60 (enam
uluh) hart keija sejak N disampaikan oleh
enyelenggara Negara yang hasilnya berupa lengkap
atau belum lengkap.

(@ Apabila hasil wverifikasi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lengkap, KPK menyampaikan
tanda terima melalur surat elektronik kepada
P_enyelen%gara Negara bahwa dokumen yang
disampaikan lengkap.

(9 Apabila hasil verifikasi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum Iengkalo, KPK
menyampaikan pemberitahuan melalui surat elektronik
kepada Penyelenggara Negara mengenai dokumen yang
harus diperbaiki dan/atau dilengkapi.

@ Penyeleng%ara Negara seba%ai mana dimaksud pada
ayat @ arus menyampaikan perbaikan dan/atau
kelengkapan dokumen paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak dlterlmangla pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

© Apabila batas waktu akhir penyamﬁaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (@ jatuh pada hari libur,
gen)&ampalan dapat dilakukan pada hari keija
erikutnya.

(6) Apabila Penyelenngara Negara tidak memperbaiki
dan/atau melengkapi dokumen sesuai  waktu
sebagaimana_dimaksud pada ayat (4 dan ayat C§5),
maka LHKPN dinyatakan fidak = lengkap dan
Penyelenggara Negara dlanggaE tidak patuh dalam
memenuhi kewajiban pelaporan



7. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

(1) LHKPN an% dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) diumumkan paling lambat 2
(dua) bulan terhitung sejak disampaikannya tanda
terima dari Komisi.

(@ LHKPN yang dingatakan tidak Iengkap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) diumumkan pa_lllnE
Iamti)(at 2 (dua) bulan terhitung sejak; dinyatakan tida
engkap.

(@ Pengumuman LHKPN vyang dinyatakan lengkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan LHKPN yang
dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada
ayat (2 disampaikan secara elektronik melalui laman
resmi dan/atau instansi.

@ Format Pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (3 tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

() Dalam hal LHKPN yang dirg{atakan lengkap dan telah
diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) diketahui terdapat Harta Kekayaan yang belum
dilaporkan dalam tahun beijalan, KPK menyampaikan
Eemberltahuan melalui surat resmi atau surat elektronik
Lle_ﬁ?gﬁ Penyelenggara Negara untuk memperbaiki

(D Penyelenggara Negara harus memperbaiki  dan
menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) secara elektronik melalui aplikasi e-lhkpn pall_nE
lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung seja
disampaikannya pemberitahuan Komisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(9 LHKPN yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diumumkan dalam laman resmi KPK
paling lambat 30 I(_tll_%%:)ﬁluluh) hari kalender terhitung
Rlejak perbaikan disampaikan Penyelenggara

egara.
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10. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 16

() Pemeriksaan LHKPN dilakukan olenh KPK sebelum,
selama, dan setelah Wajib LHKPN menjabat.

(@ Pemeriksaan LHKPN terhadap Wajib LHKPN yang telah
berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan
sampai dengan batas waktu paling lama 5 (limg) tahun
terhitung sejak berakhimya masa jabatan Wajib LHKPN
atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(3 Pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri
oleh KPK berdasarkan hasil analisis atau atas
permintaan pihak tertentu.

@ Dihapus

(® Pemeriksaan LHKPNyang dilaksanakan atas permintaan
pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud padaayat
(3 dalam rangka upaya penegakan hukum,pengawasan
internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

(6) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada a@lt ©)
tidak dapat menggunakan hasil pemeriksaan LHKPN
untuk tujuan selain dari alasan permintaan
pemeriksaan.

11. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

() KPK dapat memberikan akses laporan harta kekayaan
kepada pengawas internal pada pemerintah daerah, dan
badan usaha milik daerah sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan.

(9 Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah pemerintah daerah, dan badan usaha
rlgFl)IIl(k daerah menyampaikan permohonan resmi kepada

(9 Masing-masing pengawas internal pada pemerintah
daerah, dan badan usaha milik daerah yang memperoleh
akses laporan harta kekayaan bertanggung jawab
terhadap pengdqunaan informasi atas pemberian akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1) Dalam hal Penyelenggara Negara:
a. terlambat melaporkan
b. tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara
lengkap dan benar;
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c. tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam rangka
pemeriksaan LHKPN; _ _

d. tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil
konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan
pelaporan LHKPN; dan/atau

e. tidak melaporkan LHKPN

(@ KPK menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan

pemerintah daerah, dan badan usaha milik daerah
tempat  Penyelenggara  Negara  berdinas  untuk
memberikan sanksi kepada Penyelenggara Negara.

(3 Terlambat melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan pelaporan yang
melevvatll/ tanggal 31 Maret pada tahun berjalan.

4) Tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b merupakan tindakan tidak melapor
L _P_<ITN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun
eijalan.

5 Dalam hal Penyelenggara Negara merupakan anggota

legislatif, Komisi menyampaikan rekomendasi kepada
impinan partai politik atau Majelis Etik Parted atau
ahkamah Kehormatan Dewan untuk memberikan
sanksi sesuai kode etik yang berlaku.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan

| pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 22 Oktober 2025

BUPATI KARIMUN

SYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimuu
pada tanggal ;22 Oktober 2025

Fj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

DIUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 46



